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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Desa Tirtohargo, Kecamatan 

Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa dapat 

disimpulkan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah JJLS di Kabupaten Bantul 

yaitu Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan 

umum dilaksanakan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah: 1) tahapan 

perencanaan 2) tahapan persiapan 3) tahapan pelaksanaan 4) tahapan 

penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah JJLS sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini dilihat dari Panitia 

Pengadaan Tanah yang melaksanakan dengan sesuai prosedur pengadaan tanah 

dan masyarakat yang setuju dengan pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul 

untuk kepentingan umum yang dapat memberikan peningkatan perekonomian 

masyarakat sekitar, pemerataan pembangunan, dan kemudahan untuk akses 

transportasi darat. 

B. Saran 

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat saran yang dapat diberikan dalam 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang kemudian dapat dijadikan masukan dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah berikutnya. Kepada pihak instansi yang 

memerlukan tanah dapat melakukan pendekatan persuasive terhadap 

masyarakat berupa pemberian informasi-informasi penting terkait dengan 
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pengadaan tanah, sehingga nantinya warga masyarakat akan lebih memahami 

tujuan, tata cara, aturan dan prosedur, sehingga juga dapat memudahkan 

instansi yang memerlukan tanah agar pembangunan dapat berjalan dengan 

lancar dan berjalan tepat waktu. Kemudian Dari kasus-kasus pengadaan tanah 

sebelumnya, penulis menyoroti penggunaan ganti rugi yang didapatkan oleh 

pihak yang berhak, bahwa dana yang mereka terima tidak digunakan dengan 

bijak, seperti digunakan untuk membeli mobil baru, barang-barang elektronik 

baru, hal tersebut memang sudah menjadi hak mereka, akan tetapi alangkah 

baiknya para pihak yang berhak/warga masyarakat tersebut dapat diberikan 

sosialisasi terkait dana yang mereka terima. Misalnya untuk membeli hunian, 

usaha, tanah, agar ganti rugi tersebut dapat bermanfaat dengan semestinya. 
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